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KEMENDAG. Ketentuan dan  Tata  Cara
Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin
Declaration) untuk Barang Ekspor Asal Indonesia.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 111 TAHUN 2018
TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI ASAL BARANG
(ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG EKSPOR ASAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk mewujudkan komitmen Pemerintah
Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional
yang telah disepakati dan untuk meningkatkan
kelancaran arus barang ekspor asal Indonesia melalui
penerapan sistem sertifikasi mandiri, perlu mengatur
ketentuan dan tata cara pembuatan deklarasi asal
barang (origin declaration) untuk barang ekspor asal
Indonesia;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pembuatan Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration)

untuk Barang Ekspor Asal Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
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Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Memorandum of Understanding among the
Governments of the Participating Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the
Second Pilot Project for the Implementation ofa Regional

Self-Certification System (Memorandum Saling
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Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk
Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 69);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protocol OnThe Legal Framework To
Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai
Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single
Window)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 99);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum
di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat
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Menetapkan :

Keterangan Asal (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBUATAN DEKLARASI
ASAL BARANG (ORIGIN DECLARATION) UNTUK BARANG
EKSPOR ASAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan wusaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of
Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan dan
ketentuan administratif yang bersifat umum yang
diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.
Eksportir = Teregistrasi (Registered Exporter) yang
selanjutnya disingkat ER adalah Eksportir yang
teregistrasi dan diberi kewenangan oleh Kementerian
Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang
(Origin Declaration) untuk barang ekspor.

Eksportir  Tersertifikasi  (Certified Exporter) yang
selanjutnya disingkat ES adalah ER yang telah
memenuhi kriteria penetapan Eksportir Tersertifikasi dan
Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of
Indonesia), dan diberi kewenangan oleh Kementerian
Perdagangan untuk mengeluarkan Deklarasi Asal Barang

(Origin Declaration) untuk barang ekspor.
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Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang
selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang
membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah
memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of
Origin of Indonesiq).

Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang
selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal
barang yang dibuat oleh ER atau ES untuk barang
ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional
yang berlaku.

Penelusuran Asal Barang yang selanjutnya disingkat PAB
adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan dan/atau IPSKA terhadap
Eksportir terkait pemenuhan kriteria dan persyaratan
penetapan sebagai ES dan pemenuhan Ketentuan Asal
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesiaq).

Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut
e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA dan
DAB secara elektronik melalui website:
e-ska.kemendag.go.id.

Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan
interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri
atau dengan jaringan.

Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disebut IPSKA
adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh
Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan.



